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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan diridhoi oleh Allah. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan 

yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita  

dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka 

tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan 

kehidupan manusia atau keturunan dan mendirikan kehidupan rumah 

tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling 

menjaga antara keduanya untuk kemashlahatan bersama. Sedangkan 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban antara suami dan 

istri. Hak dan kewajiban ini timbul setelah adanya ikatan yang sah antara 

                                                           
1

Hussein Muhammad, Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), 
(Yogyakarta : LkiS, 2007), 101. 
2
R. Subekti dan R. Tjitrosudinio , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 2009), 10. 
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suami dan istri tersebut. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan 

istri ini harus dijalankan secara seimbang agar dalam menjalani kehidupan 

rumah tangganya tercipta keluarga yang damai dan nyaman. Salah satu 

hak dan kewajiban yang lumrah dilakukan sepasang suami dan istri adalah 

hubungan badan.  

Penting untuk disadari bahwa dalam nas-nas Islam, gagasan 

tentang perkawinan tidak terpisah dari seks, disamping tidak pula 

terbatas pada seks untuk tujuan pembiakan. Istilah hukum untuk 

perkawinan adalah nikah, yang secara harfiah berarti persetubuhan.
3
 

Perkawinan itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah  An Nur ayat 32 sebagai berikut: 

لحِِيْيَ هِيْ عِببَدِ كُنْ وَإهَِآئكُِنْ إىِْ يكَُىًْىُْا   ٌْكُنْ وَاالصَّ ًْكِحُىْاالْْيَوًََ هِ وَأَ

  ً  فقُرََآءَيغٌُْهِِنُ آللهُ هِيْ فضَْلهِِ وَاللهُ وَا سِعٌ عَلنٌِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui.
4
 

Kata pertama dalam ayat ini ialah wa ankiḥu (kawinkanlah), yang 

merupakan bentuk perintah dari kata nikah. Menurut prinsip-prinsip fikih 

Islam, setiap komunikasi dalam bentuk perintah dari Tuhan dapat 

mempunyai dua tingkat pengertian yaitu wajib atau anjuran yang sangat 

                                                           
3
 Muhammad Ridwi, Perkawinan dan Seks dalam Islam, (M Hashem), (Jakarta : Lentera, 1996), 

28. 
4
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah, (Jakarta : Al-Huda, 2005), 32. 
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3 
 

keras. Karena itulah kita melihat bahwa dalam islam, kehidupan tak 

kawin tidak dianggap suatu kebijakan. 
5 

 Seks telah diperintahkan secara terbuka dalam Alquran dalam 

surah Albaqarah ayat 222 sebagai berikut: 

, قلُْ هىَُ أذَ ي فبَعَْتسَِلىُْا آلٌِّسآءَ فًِ آلْوَحِيْضِ , وَيَسْئلَىًَُْكَ عَيِ آلْوَحِيْضِ 

وَلاَ تقَْرَبىُْ هيَُّ حَتًَّ يطَْهرُْىَ, فإَِّذَا تطََهَّرْىَ فؤَتْىُْهيَُّ هِيْ حَيْثُ أهََرَ كُنُ اللهُ, 

ًَ  إىَِّ اللهَ يحُِب   بيِْيَ وَيحُِب  آلوُتطََهِّرِيْيَ آلتَّىَّ  

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

haidh itu adalah suatu kotoran ‘’. Oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 

suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

allah kepadamu. sesungguhnya  allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
6
 

Pernyataan ‚diperintahkan‛ tidak mengacu kepada takdir hukum 

syariat, yakni kata-kata itu tidak dimaksudkan bahwa begitu si istri suci 

dari haid maka si suami harus segera mengadakan hubungan seks 

dengannya. Pernyataan tersebut merupakan takdir kreatif (kawni) serta 

mengacu pada dorongan seks yang telah di letakkan Allah pada watak 

alami manusia.
7
 

Dalam hubungan seksual, suami dan istri juga memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. Maksudnya adalah persetubuhan yang bisa di 

nikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu birahi yang 

merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu 

                                                           
5
 Muhammad Ridwi, Perkawinan dan Seks dalam Islam…, 15.  

6
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah…, 222. 

7
 Muhammad Ridwi, perkawinan dan seks dalam Islam..., 29. 
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pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam 

keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang 

bulan. 

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah 

dijelaskan secara rinci juga mengenai hak dan kewajiban suami istri yang 

mana tertulis pada bab VI pasal 30 sampai pasal 34. Dari bab tersebut ada 

beberapa pasal yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri 

yang harus menghormati keduanya, yakni pada pasal 33 yang berbunyi: 

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

Dari pasal tersebut dapat diambil tafsiran bahwa seorang suami 

wajib mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan kepada 

istrinya yag benar dan sah menurut agama dan negaranya dan juga 

sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Sehingga tidak menyalahi 

hukum dan aturan yang ada. Secara umum pasal tersebut juga mengatur 

mengenai tata cara melakukan hak dan kewajiban yang boleh dilakukan 

suami istri, salah satunya dalam hal seks (persetubuhan).  

Selain diatur dalam hukum positif, dalam Islam pun juga diatur 

mengenai tata cara melakukan seks yang benar, yang mana itu disebut 

moralitas seks Islam. Moralitas seks Islam berbeda secara mendasar 

dengan moralitas seks bebas, maksutnya bahwa Islam tidak menerima 

konsep seks bebas. Islam bertujuan mengajari para pengikutnya supaya 
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jangan menindas dorongan seks, melainkan memenuhinya, tetapi dengan 

cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia 

dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. 

Perkawinan dan seks termasuk tanda-tanda kekuasaan dan rahmat 

Allah, sebagaimana dalam Alquran Ar Ruum ayat 21, sebagai berikut: 

ب لِّتسَْكٌُىُْا إلِيَْهبَ وَجَعَلَ بَيٌْكَُنْ  ًْفسُِكُنْ أزَْوَج  يْ أَ وَهِيْءَايتَهِِ أىَْ خَلقََ لكَُنْ هِّ

ة  وَرَحْوِت , إىَِّ فًِ َّذَالِكَ لَْيَآثٍ لِّقىَْمٍ يتََفكََّ  ىَدَّ ًَ هَّ رُوْىَ  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.
8
 

Dalam Islam, perkawinan dan seks tidak antipati dengan cinta dan 

ibadah kepada Allah. Perkawinan dianggap sebagai suatu aset untuk 

meraih kesempurnaan rohani dan juga meningkatkan nilai sholat. 

Dari hal ini dapat menimbulkan sebuah pertanyaan ketika suami 

istri yang sudah sah menjadi milik satu sama lain, yang mana terikat 

dalam sebuah perkawinan yang sah baik menurut Islam dan juga negara. 

Dari ikatan perkawinan maka ada timbal balik yakni sebuah hak dan 

kewajiban antara suami istri. Ketika hak itu diminta maka kewajiban juga 

wajib dipenuhi terdahulu. Tetapi tidak jarang bahwa suami selalu 

memenuhi kewajiannya, dan selalu meminta haknya sesukanya. Ketika 

sudah terjadi ketidak seimbangan antar keduanya, maka akan 

                                                           
8
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah…, 21. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

menimbulkan pemaksaan. Pemaksaan yang dilakukan bisa saja 

menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang 

bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun penelantaran. 

Memang benar suami berhak meminta haknya dalam artian seks 

kapan saja, tetapi ketika istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk melayani suami maka akan terjadi penolakan oleh istri terhadap 

permintaan suaminya. Penolakan ini bisa meninbulkan pemaksaan oleh 

suami terhadap istrinya dan ditakutkan berujung pada kekerasan.
9
 

Masalah kekerasan dalam rumah tangga mengingatkan pada 

gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena 

tindakan suami yang sewenang-wenang kepada mereka. Kekerasan dalam 

rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena 

pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini  termasuk sebagai 

salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. 

Akan tetapi Moerti Hardiati menjelaskan bahwa tindakan 

kekerasan kadangkala diperlukan jika istri bersikeras dengan pendapatnya 

dan bersikap arogan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, 

kiranya perlu adanya tindakan kekerasan kalau problematika itu tidak 

dapat diselasaikan secara baik-baik..
10

 

                                                           
9
 Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta : LkiS, 2003), 3. 

10
 Moerti Hadiyani S., Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif  Yuridis-Viktimologi, 

(Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 33. 
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Kekerasaan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya 

kekerasan secara fisik saja melainkan juga kekerasan seksual. kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri (marital rape) ini sangat 

jarang mendapatkan perhatian masyarakat. Suami yang memaksakan 

aktifitas seksesualnya jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya di 

karenakan kedudukan istri di dalam keluarga dan masyarakat sangat 

lemah. 

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar 

hak istri, karena seks adalah juga hakya. Aktivitas seksual didasari oleh 

pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang  dapat menikmati, 

sedangkan istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan 

komunikasi yang baik antara suami dan istri mustahil terjadi kepuasan 

seks. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan 

sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan 

berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya. Hal ini akan 

mengakibatkan  dampak terhadap istrinya, seperti: merasa rendah diri dan 

tidak percaya diri, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat 

suami kalap,dan mengakibatkan gangguan reproduksi akibat perasaan 

tertekan atau stres dan kacaunya siklus haid.  

Dalam hal ini pemerintah memberikan aturan untuk melindungi 

hubungan antar suami istri tersebut, yakni Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (P-
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KDRT). Dalam Undang-undang ini diatur mengenai ruang lingkup 

kekerasan dalam rumah tangga dan juga sanksinya. Selain itu hal ini juga 

mendapatkan sorotan dari zaman Nabi, sahabat, tabiin, para ulama hingga 

sekarang. Para Imam mazhab sepakat bahwa istri yang menolak ‚digauli‛ 

oleh suaminya hukumnya haram. Pegangan bagi taat dan patuhnya 

seorang isteri adalah urf, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut 

urf, seorang isteri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak 

bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.
11

  

Akan tetapi salah satu imam ahli fikih juga berpendapat yakni 

Imam Syafii yang memiliki karya kitab al-Umm. Dalam bukunya beliau 

mengatakan bahwa persetubuhan itu diharamkan kepada suami dengan 

berhaidnya istri.
12

 Kitab al-Umm merupakan salah satu karangan imam 

Syafii yang membahas ilmu fikih. Yang mana kitab ini menjelaskan hal 

yang secara umum, sehingga pemaksaan seksual bisa ditafsirkan dari 

beberapa pendapat beliau yang berhubungan. Dari pendapat sebelumnya 

bisa ditafsirkan bahwa salah satu alasan seorang istri menolak untuk 

disetubuhi karena sedang menstruasi, tetapi jika suami sedang meminta 

dan bernafsu untuk melakukannya sudah jelas itu terjadi pemaksaan 

seksual, sehingga pendapat tadi memiliki korelasi dengan UU KDRT. 

Selain itu Imam Syafii berpendapat mengenai menjimak perempuan pada 

duburnya, yakni bahwa perempuan boleh di jimak menurut yang diingini 

                                                           
11

 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ala Al-Mazhab Al-Khamsah, Masykur A.B,  Fiqih 
Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2007), 402. 
12

 Asy Syafi’i, Al Umm, Ismail Yakub, juz 7, (Jakarta Selatan: cv Faizan, 1983), 250. 
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oleh suaminya karena pengertian, sebagaimana tidak dilarang dalam 

bercocok tanam (faraj artinya jalan untuk mendapat anak).
13

 

Dari pendapat tersebut terkadang timbul khilafiah, sehingga 

dengan adanya hak yang dimiliki suami maka seakan-akan suami boleh 

melakukan semua hal atas kehendaknya. Selain itu harus diperhatikan 

pula keadaan si istri ketika suami meminta haknya, mungkin sedang 

capek, tidak bergairah, haidh dan lainnya. Maka jika suami tetap 

memaksa hal inilah yang menjadi pertanyaan, bisa jadi hal tersebut 

termasuk pemaksaan seksual dan juga terjadi kekerasan seksual terhadap 

perempuan atau istri. 

Dari latar belakang ini maka penulis ingin meneliti topik tersebut 

yaitu ‚Pemaksaan Seksual terhadap Istri Menurut Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(P-Kdrt) dalam Perspektif Imam Syafii‛. 

Dari keempat pemikiran yang ada, penulis hanya mengambil 

pemikiran  Imam Syafii saja dikarenakan mayoritas penduduk muslim 

yang ada di indonesia mengikuti Imam ini. Dan diharapkan pemikiran 

Iman Syafii ini menjadi pertimbangan ketika ingin membuat hukum 

positif terutama hukum keluarga. 

 

 

                                                           
13

 Ibid., Juz 8,  202. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis mengidentifikasikan permasalahan yang muncul di dalamnya, 

yaitu: 

a. Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 

b. Kekerasam psikis dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. 

c. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pemaksaan 

hubungan seksual terhadap istri. 

d. Karakteristik pemaksaan  seksual dalam rumah tangga menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dalam pandangan 

Imam Syafii. 

e. Keselarasan karakteristik pemaksaan  seksual dalam rumah tangga 

menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 
 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dengan 

pandangan Imam Syafii. 

2. Batasan masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, 

sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:  

a. karakteristik pemaksaan  seksual dalam rumah tangga menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt). 

b. Karakteristik pemaksaan  seksual dalam rumah tangga menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dalam pandangan 

Imam Syafii. 

c. keselarasan karakteristik pemaksaan  seksual dalam rumah tangga 

menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dengan 

pandangan Imam Syafii. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana karakteristik pemaksaan seksual terhadap istri menurut 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004  dikategorikan sebagai 

kekerasan dalam rumah tangga? 
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2. Bangaimana perspektif Imam Syafii tentang karakteristik pemaksaan 

seksual terhadap istri menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt)? 

3. Bagaimana keselarasan karakteristik pemaksaan  seksual dalam rumah 

tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dengan 

pandangan Imam Syafii? 

D. Kajian Pustaka  

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan 

telaah pada karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan diteliti dengan judul Pemaksaan Seksual Terhadap Istri Menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dalam Perspektif Imam Syafii. 

Tujuan adanya kajian pustaka ini adalah untuk menghindari 

adanya kesamann dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan 

yang sama dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan 

topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang berjudul, ‘’Tinjauan Hukum Islam dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan 

Seksual Suami Istri(Studi Kasus di Desa Bundeh Sreseh Sampang)’’ 

yang diteliti oleh Umar Farouq salah satu mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum Jurusan Al Ahwal Al Sakhsiyah Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel 2013. Hasil penelitiannya adalah: Menurut 
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tinjauan hukum islam dalam berhubungan seks istri tidak hanya 

menjadi objek tetapi juga menjadi subjek sehingga dalam Alquran 

melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami 

terhadap istri. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

berhubungan seksual tanpa persetujuan istri atau pada saat istri tidak 

menghendaki itu termasuk pemaksaan hubungan seksual karena sudah 

merendahkan istri.
14

 

2. Karya Aulia Puspasari, skripsinya yang berjudul ‘’Pemaksan Seksual 

Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan 

Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT) 

yang dalam skripsinya meneliti hukum perkawinan Islam dan Undang-

undang Nomor. 23 Tahun 20014 tentang P-KDRT. Hasil penelitian 

yang dilakukan ini adalah bahwa menurut hukum perkawinan islam 

seorang suami boleh melakukan pemakssan hubungan seksual 

terhadap istrinya, dalam hal ini istri dalam keadaan sehat dan suci dari 

haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Sedangkan menurut 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, seorang istri boleh melakukan 

penolakan terhadap ajak suaminya untuk melakukan hubungan seksual 

                                                           
14

 Umar Farouq, ‚Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap 

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bundeh Sreseh Sampang)‛, 

(skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013), v. 
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dengannya, karena istri dalam hal ini mempunyai kedudukan yang 

sama dengan suaminya dalam rumah tangga.
15

 

3. Karya Farid Kurniawan, yang berjudul ‚Bentuk-bentuk pemaksaan 

hubungan seksual suami terhadap istri menurut Undang-undang 

Nomor. 23 tahun 2004 dan fiqh Islam‛. Bahwa dalam penelitiannya 

bentuk-bentuk pemaksaan seksual terhadap istri menurut Undang-

undang Nomor 23 tahun 2004 adalah 1) pemaksaan hubungan seksual 

tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, 2) 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, 

merendahkan atau menyakitkan, 3) pemaksaan hubungan seksual 

dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, 4) 

terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memnafaatkan posisi 

ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, 5) tindakan 

seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang 

menimbulkan sakit, luka atau cedera.
16

  

Berkaitan dengan karya-karya yang disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa secara spesifik belum ada kajian pemaksaan 

seksual terhadap istri menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) 

dalam perspektif Imam Syafii. Dengan demikian penelitian ini jauh 

                                                           
15

 Aulia Puspasari, ’Pemaksan Seksual Suami terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum 

Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT),(skipsi—UIN 

sunan kalijaga yogyakarta, yogyakarta, 2009),v. 
16

 Farid Kurniawan, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri 
Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih Islam, (skripsi—UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Malang, 2010), v.  
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dari kesamaan dan plagiat dengan penelitian-penelitian yang sudah 

ada sebelumnya 

. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan 

masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci 

tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang karakteristik pemaksaan 

seksual terhadap istri menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) 

terhadap pemaksaan seksual dalam rumah tangga. 

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang perspektif Imam Syafi’i 

terhadap karakteristik pemaksaan seksual dalam rumah tangga 

menurut Undang-undang  Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt). 

3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang keselarasan karakteristik 

pemaksaan  seksual dalam rumah tangga menurut Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (P-Kdrt) dengan pandangan Imam Syafii.  

 

F. Kegunaan Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, 

baik dari secara teoritis maupun secara praktis.  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

wawasan serta memberikan tambahan keilmuan di bidang hukum 

tentang hukum melakukan pemaksaan seksual kepada istri. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang 

bernilai positif bagi masyarakat maupun Pemerintah mengenai hukum 

dan juga perspektif Imam Syafii terhadap Undang-undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) tentang 

pemaksaan seksual terhadap istri.  

 

G. Definisi Operasional  

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang 

topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya: 

1. Pemaksaan  seksual adalah aktifitas yang ditempuh seseorang 

secara tidak wajar untuk mendapatkan kenikmatan seksual 

tanpa melihat pasaangannya, seperti menggauli istri dalam 

keadaan istri sakit, dalam keadaan mabuk,  dalam keadaan 

haid atau menggauli istri tanpa persetujuannya.
17

 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah  bentuk aturan 

yang mengikat dan memuat mengenai lingkup kekerasan yang 

                                                           
17

 Fathul Djannah, Kekerasan terhadap Istri, (Yogyakarta : LkiS, 2003), 15. 
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ada dalam sebuah rumah tangga, dengan tujuan untuk 

memberikan keadilan bagi para perempuan. 

3. Kekerasan dalam rumah tangga (Kdrt) merupakan kekerasan 

terhadap istri yang dilakukan oleh suami yang menyebabkan 

penderitaan dan kesengsaraan terhadap istri. 

4. Perspektif Imam Syafii merupakan pandangan Imam Syafii 

terhapad  pemaksaan seksual dalam rumah tangga menurut 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt). 

 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti 

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, 

serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
18

 Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan, dan kegunaan.
19

 Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode 

penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana 

cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode 

atau teori ilmiah. 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2. 
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Adapun penelitian mengenai pemaksaan seksual terhadap istri 

menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga (P-Kdrt) dalam perspektif Imam Syafii 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian 

yang didasarkan pada kajian analisis perundang-undangan. yaitu 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt). Sedangkan sifat dari 

penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan 

menguraikan secara jelas dan rinci keadaan yang sebenarnya mengenai 

pandangan hukum terdahap pemaksaan seksual yang dilakukan  oleh 

suami pada istri. 

 

2. Bahan penelitian  

Adapun bahan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu: 

a. Bahan  primer 

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dengan masalah yang 

diteliti. Diantaranya: Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) 

dan Kitab Al Umm karangan Muhammad Ibn Idris Asy-Syafii. 

b. Bahan sekunder  
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Yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan-bahan primer. 

Di antaranya: 

1) Perkawinan dan Seks dalam Islam Karangan Muhammad 

Ridwi 

2) Kekerasan terhadap Istri Karangan Fathul Djannah  

3) Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam 

Rumah Tangga karangan Dra.Hj. Hadidjah, M.Ag. 

4) Fiqih Mazhab Syafii Karangan Drs. H. Ibnu Mas’ud dan Drs. 

H. Zainal Abidin S. 

c. Bahan tersier 

Yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan primer dan 

bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian 

atas bahan  bahan lainnya. Diantaraanya beberapa ensiklopedi dan 

kamus-kamus. 

3. Teknik pengumpulan bahan  

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka maka teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik Dokumentasi 

yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan masalah berupa kitab fikih, 

undang-undang, buku, dan artikel. 

4. Teknik pengolahan bahan  

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua penjelasan yang 

diperoleh dari hasil menganalisa Undang-undang Nomor 23 tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-

Kdrt) dan juga kitan Al Umm dengan memilih lalu menyeleksi 

penjelasan tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan, 

kesesuaian, keaslian, kejelasan serta relevansi antara aturan 

dengan pemikiran Imam Syafii. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun bahan dari bahan 

primer,  bahan sekunder dan bahan tersier. 

5. Teknis analisis bahan 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif analisis yaitu teknik penelitian gambaran penjelasan dan 

keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang pemaksaan 

seksual yang dilakukan oleh suami atau istri. Kemudian data-data 

yang telah didapat dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis 

berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi 

kepustakaan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini 

agar mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan sehingga 

pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami dari isi dari 
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skripsi ini. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu pembahasan 

secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika 

pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengurai tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan  masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan kerangka konseptual tentang kekerasan 

dalam rumah tangga, pemaksaan seksual terhadap istri perspektif Imam 

Syafii.  

Bab ketiga merupakan bab yang memuat tentang  latar belakang 

adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) dan implementasi Undang-

undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (P-Kdrt). 

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban atas 

rumusan masalah dalam penelitian ini. menafsirkan Undang-undang 23 

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-

Kdrt) dalam perspektif Imam Syafii. 

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran yang mana bisa dibuat untuk koreksian dan untuk lebih baik praktek 
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kedepannya. Karena kesimpulan dan saran bisa di ambil dari hasil analisis 

data yang telah dilakukan. 


